PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN
PRODUK HUKUM DALAM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM DALAM JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dokumentasi dan informasi
hukum yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta untuk menjamin
ketersediaan produk hukum yang dapat diakses secara cepat dan akurat oleh
masyarakat. Maka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem
menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Pengunggahan Produk Hukum Dalam Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem,

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Karangasem ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 82); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi



CATATAN :

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 649 Tahun 2012); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 1569 Tahun 2021); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemiliham Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 799); Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilithan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 19 Tahun 2026 diatur
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk
Hukum Dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Karangasem.

Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal
12 Januari 2026.

Lampiran 31 lembar.



